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ABSTRAK

PENGARUH FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI), LABOR FORCE
PARTIPATION RATE (LFPR) DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI ASEAN 2002-2024
OLEH :

SURNITA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Foreign Direct Investment
(FDI), Labor Force Participation Rate (LFPR), Government Effectiveness, dan
Control of Corruption terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN
selama periode 2002-2024. Latar belakang penelitian didasarkan pada adanya
perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi antar negara ASEAN. Penelitian ini
menggunakan data panel yang mencakup 10 negara anggota ASEAN dengan
periode observasi tahun 2002-2024. Variabel dependen yang digunakan adalah
pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel independennya meliputi FDI, LFPR,

Government Effectiveness, dan Control of Corruption.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDI, LFPR, Government Effectiveness, dan
Control of Corruption memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara-
negara ASEAN. FDI berperan sebagai sumber akumulasi modal dan transfer
teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi. LFPR mencerminkan
pemanfaatan tenaga kerja dalam kegiatan ekonomi yang berkontribusi terhadap
peningkatan output. Sementara itu, kualitas tata kelola pemerintahan yang
tercermin melalui Government Effectiveness dan Control of Corruption mampu
menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih kondusif, meningkatkan efisiensi
birokrasi, serta memperkuat kepercayaan investor. Secara simultan, keempat
variabel tersebut menjadi faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan
ekonomi di ASEAN.

Kata Kunci: Foreign Direct Investment (FDI), Labor Force Participation Rate
(LFPR), Government Effectiveness, Control of Corruption, Pertumbuhan
Ekonomi, ASEAN.



ABSTRACT

THE EFFECT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI), LABOR
FORCE PARTICIPATION RATE (LFPR), AND GOVERNANCE ON
ECONOMIC GROWTH IN ASEAN, 2002-2024

BY:
SURNITA

This study aims to analyze the effects of Foreign Direct Investment (FDI), Labor
Force Participation Rate (LFPR), Government Effectiveness, and Control of
Corruption on economic growth in ASEAN countries during the period 2002—
2024. The study is motivated by the differences in economic growth rates among
ASEAN member countries. This research employs panel data covering ten ASEAN
member states over the observation period of 2002—2024. Economic growth is
used as the dependent variable, while FDI, LFPR, Government Effectiveness, and
Control of Corruption serve as the independent variables.

The results indicate that FDI, LFPR, Government Effectiveness, and Control of
Corruption influence economic growth in ASEAN countries. FDI plays an
important role as a source of capital accumulation and technology transfer that
can enhance economic productivity. LFPR reflects labor force participation in
economic activities, which contributes to increased economic output. Meanwhile,
the quality of governance, as reflected by Government Effectiveness and Control
of Corruption, is capable of creating a more conducive economic environment,
improving bureaucratic efficiency, and strengthening investor confidence.
Simultaneously, these four variables are important determinants of economic
growth in ASEAN.

Keywords: Foreign Direct Investment (FDI), Labor Force Participation Rate
(LFPR), Government Effectiveness, Control of Corruption, Economic Growth,
ASEAN.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama yang digunakan
untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Tingkat pertumbuhan
ekonomi yang tinggi mencerminkan peningkatan kapasitas produksi, perluasan
kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta perbaikan tingkat
kesejahteraan. Dalam era globalisasi ekonomi, pertumbuhan ekonomi tidak lagi
hanya ditentukan oleh faktor domestik, tetapi juga dipengaruhi oleh integrasi
ekonomi internasional, arus investasi asing, dinamika pasar tenaga kerja, dan
kualitas tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, negara-negara berkembang
dituntut mampu menciptakan iklim ekonomi yang kondusif guna mendorong

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kawasan ASEAN merupakan salah satu kawasan ekonomi dengan pertumbuhan
tercepat di dunia. Terbentuknya ASEAN Economic Community (AEC), negara-
negara anggota ASEAN semakin terintegrasi dalam perdagangan internasional,
investasi, dan mobilitas faktor produksi. Integrasi tersebut telah memberikan
peluang besar bagi negara-negara ASEAN untuk meningkatkan daya saing dan
mempercepat pertumbuhan ekonomi. Menurut data ASEAN Secretariat, nilai
Produk Domestik Bruto (PDB) ASEAN mencapai lebih dari USD 3,8 triliun pada
tahun 2024 dan menjadikan ASEAN sebagai salah satu kekuatan ekonomi
terbesar di dunia. ASEAN juga diproyeksikan tetap mempertahankan
pertumbuhan ekonomi yang positif sekitar 4,5% hingga 4,8% pada tahun 2024—
2025 meskipun menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN selama periode 2002-2024
menunjukkan dinamika yang cukup beragam. Beberapa negara seperti Vietnam,
Kamboja, dan Laos mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang

relatif tinggi, sedangkan negara lain mengalami perlambatan akibat berbagai



guncangan ekonomi global, termasuk krisis keuangan global tahun 2008,
perlambatan perdagangan internasional, pandemi COVID-19, dan ketegangan
geopolitik dunia. Perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut menunjukkan
bahwa terdapat berbagai faktor yang memengaruhi kinerja ekonomi masing-
masing negara ASEAN. Di samping FDI dan LFPR, faktor kelembagaan atau tata
kelola pemerintahan juga semakin mendapat perhatian dalam literatur
pembangunan ekonomi modern. Teori kelembagaan yang dikembangkan oleh
North menegaskan bahwa kualitas institusi merupakan faktor fundamental yang
menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi. Tata kelola pemerintahan yang
baik dapat menciptakan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas birokrasi,
mengurangi biaya transaksi, serta memperkuat kepercayaan investor terhadap
suatu Negara (North, 1990; Acemoglu & Robinson, 2012).

World Bank melalui Worldwide Governance Indicators (WGI) mengukur kualitas
tata kelola pemerintahan melalui enam dimensi utama, yaitu :

1. Government effectiveness

2. Regulatory Quality

3. Rule of Law,

4. Control of Corruption

5. Political Stability,
6. Voice and Accountability.
Dari berbagai dimensi tersebut, Government effectiveness dan Control of
Corruption sering digunakan sebagai indikator utama karena mencerminkan
kualitas pelayanan publik, kapasitas birokrasi, independensi aparatur pemerintah,
dan efektivitas implementasi kebijakan publik. Negara dengan tata kelola yang
baik cenderung lebih mampu menarik investasi asing, menciptakan iklim usaha
yang kondusif, serta mengalokasikan sumber daya ekonomi secara lebih efisien.
Sebaliknya, lemahnya tata kelola pemerintahan dapat menghambat aktivitas
ekonomi melalui tingginya tingkat korupsi, ketidakpastian regulasi, dan
rendahnya kualitas pelayanan publik.



Berbagai penelitian empiris telah membuktikan pentingnya FDI dan kualitas tata
kelola pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian Kharisma (2025)
menemukan bahwa FDI dan kualitas institusi memiliki pengaruh positif dan
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN. Hasil
penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas institusi yang baik mampu
meningkatkan manfaat ekonomi yang diperoleh dari investasi asing. Temuan
serupa juga diperoleh oleh penelitian mengenai kualitas institusi dan FDI di
ASEAN vyang menunjukkan bahwa indikator Government effectiveness,
Regulatory Quality, Control of Corruption, dan Voice and Accountability
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN.
Selain itu, FDI juga terbukti menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap

peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan.

Hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan inkonsistensi, beberapa penelitian
menemukan bahwa FDI berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi,
sedangkan penelitian lain menemukan pengaruh yang lemah atau bahkan tidak
signifikan. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan
antara FDI dan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dapat dijelaskan secara
komprehensif. Kondisi serupa juga terjadi pada variabel LFPR dan tata kelola
pemerintahan yang masih menghasilkan temuan empiris yang beragam. Sebagian
besar penelitian terdahulu hanya berfokus pada hubungan antara FDI dan
pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan peran tenaga kerja dan kualitas

tata kelola pemerintahan secara simultan.

Penelitian terdahulu juga masih banyak yang menggunakan periode observasi
yang relatif pendek, seperti 2010-2020 atau 2011-2020, sehingga belum mampu
menggambarkan perubahan struktural ekonomi ASEAN dalam jangka panjang.
Keterbatasan lainnya adalah penggunaan indikator kelembagaan yang belum
spesifik serta cakupan negara yang terbatas. Sebagian penelitian hanya
menggunakan beberapa negara ASEAN atau mengombinasikan negara ASEAN
dengan kawasan lain sehingga hasilnya kurang merepresentasikan kondisi
ASEAN secara keseluruhan. Berdasarkan kajian empiris tersebut, terdapat



kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Pertama, masih terbatas
penelitian yang menganalisis pengaruh FDI, LFPR, dan tata kelola pemerintahan
secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN. Kedua,
penelitian dengan periode panjang 2002-2024 masih relatif sedikit dilakukan.
Ketiga, dinamika ekonomi pascapandemi COVID-19 serta perubahan arus
investasi global belum banyak diakomodasi dalam penelitian sebelumnya.
Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur ekonomi
pembangunan dengan mengintegrasikan faktor investasi asing, partisipasi
angkatan kerja, dan tata kelola pemerintahan dalam satu model analisis panel data
negara-negara ASEAN selama periode 2002-2024. Penelitian ini juga
memberikan bukti empiris terbaru mengenai faktor-faktor yang memengaruhi
pertumbuhan ekonomi ASEAN pada era integrasi ekonomi dan transformasi

digital.

Pentingnya penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami faktor-
faktor utama yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di
kawasan ASEAN. Penelitian ini memerlukan bukti empiris yang komprehensif
untuk menjelaskan hubungan antara FDI, LFPR, tata kelola pemerintahan, dan
pertumbuhan ekonomi di ASEAN di tengah meningkatnya persaingan investasi
global, perubahan struktur pasar tenaga kerja, serta tuntutan perbaikan tata kelola
pemerintahan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi
perumusan kebijakan ekonomi yang lebih efektif dalam meningkatkan daya saing
dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara ASEAN. Anggota ASEAN terdiri
atas sepuluh negara anggota, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia,
Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Berikut
ini adalah data pertumbuhan Negara anggota ASEAN yang di peroleh dari word
bank dan sudah di digambarkan dalam bentuk tabel sehingga dapat lebih mudah
untuk dibandingkan dan dipahami. Pertumbuhan ekonomi 10 anggota ASEAN
dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :
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Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi 10 Negara ASEAN 2002-2024 (%)

Berdasarkan Gambar 1. terdapat beberapa kondisi yang menonjol dalam
pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN selama periode 2002-2024. Dari
sisi positif, Kamboja menunjukkan rata-rata pertumbuhan ekonomi paling tinggi
yaitu 7,11% sedangkan Brunei Darussalam menunjukkan rata-rata pertumbuhan
ekonomi paling rendah yaitu 0,45%. Selain itu, Vietnam dan Myanmar juga
mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan stabil
selama periode penelitian, didukung oleh perkembangan sektor industri, ekspor,
dan masuknya investasi asing. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa beberapa
negara ASEAN memiliki kemampuan yang baik dalam menjaga momentum

pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika perekonomian global.

Rata-rata Pertumbuhan ekonomi paling baik terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar
7,41% sedangkan berkontraksi paling dalam terjadi pada tahun 2020 ketika
sebagian besar negara ASEAN mengalami perlambatan ekonomi akibat pandemi
COVID-19. Thailand, Filipina, dan Singapura mencatat penurunan pertumbuhan
ekonomi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu -9,51%. Penurunan tersebut
disebabkan oleh terganggunya aktivitas produksi, perdagangan internasional,

pariwisata, serta mobilitas masyarakat yang berdampak pada menurunnya



permintaan dan investasi. Meskipun demikian, pada periode 2021-2024 sebagian
besar negara ASEAN mulai menunjukkan pemulihan ekonomi yang ditandai
dengan kembali meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi setelah pandemi

mereda.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara cenderung dapat dicapai secara optimal
apabila didukung oleh kebijakan investasi yang efektif, baik yang berasal dari
sumber domestik maupun dari luar negeri dalam bentuk penanaman modal asing
langsung (FDI). Foreign Direct Investment (FDI) sendiri merupakan aliran modal
internasional yang terjadi ketika perusahaan dari suatu negara melakukan
pendirian maupun ekspansi usaha di negara lain (Krugman, 1999). FDI juga
merupakan bentuk investasi jangka panjang yang dilakukan investor asing dalam
suatu negara dengan tujuan memperoleh pengendalian atau pengaruh signifikan
terhadap perusahaan yang di investasikan. Kehadiran FDI pada suatu Negara tidak
hanya menyediakan tambahan modal bagi perekonomian, tetapi juga membawa
transfer teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, inovasi manajemen,

serta perluasan akses pasar internasional.

FDI merupakan salah satu sumber pembiayaan eksternal yang penting bagi negara
berkembang dalam mempercepat proses pembangunan ekonomi (World Bank,
2024). ASEAN Investment Report 2024 menunjukkan bahwa kawasan ASEAN
tetap menjadi salah satu tujuan investasi asing paling menarik di dunia. Bahkan
ketika aliran investasi global mengalami penurunan, ASEAN masih mampu
mempertahankan arus masuk FDI dalam jumlah besar. ASEAN berhasil menarik
investasi asing lebih dari USD 220 miliar pada tahun 2024 dan mempertahankan
posisinya sebagai kawasan penerima FDI terbesar di antara negara-negara
berkembang selama beberapa tahun terakhir (ASEAN Secretariat & UNCTAD,
2024). Meskipun demikian, tingginya arus masuk FDI tidak selalu menghasilkan
pertumbuhan ekonomi yang sama pada setiap negara ASEAN. Beberapa negara
dengan tingkat FDI tinggi mampu mencatat pertumbuhan ekonomi yang

signifikan, sedangkan negara lain tidak memperoleh dampak yang optimal.



Foreign direct investment (FDI) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di
negara berkembang berdasarkan hasil penelitian Hoang, Wiboonchutikula, dan
Tubtimtong (2010). Peningkatan investasi asing langsung dapat mempercepat
pertumbuhan ekonomi karena memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan aktivitas
ekonomi domestik (Azman-Saini, Law, & Ahmad, 2010). Pnelitian ini penting
dilakukan untuk mengetahui pengaruh FDI terhadap pertumbuhan ekonomi
dalam jangka panjang yaitu periode 2002-2024. Perkembangan FDI di negara
ASEAN dapat dilihat pada Gambar dibawah :
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Gambar 2. FDI di 10 Negara ASEAN tahun 2002-2024 (%)

Foreign Direct Investment (FDI) pada Gambar 2. di Sepuluh negara ASEAN
menunjukkan nilai rata-rata yang berfluktuatif dari tahun 2002-2024. Nilai rata-
rata FDI tertinggi tercatat pada negara Singapura yaitu sebesar 21,6%, sedangkan
nilai rata-rata terendah terdapat pada Indonesia yaitu sebesar 1,69%. Masuknya
investasi asing langsung atau FDI mendorong terjadinya transfer sumber daya
berupa modal, teknologi, serta pengetahuan dari negara maju ke negara
berkembang, proses alih sumber daya tersebut berperan dalam meningkatkan
produktivitas dan kapasitas produksi, yang pada akhirnya berdampak pada
peningkatan output nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi (Lamsiraroj,
2015).



Tenaga kerja juga merupakan faktor produksi utama yang menentukan
kemampuan suatu negara dalam menghasilkan output ekonomi . Tingkat
partisipasi angkatan kerja atau Labor Force Participation Rate (LFPR)
menggambarkan persentase penduduk usia kerja yang aktif terlibat dalam kegiatan
ekonomi. Negara-negara ASEAN menghadapi tantangan yang berbeda dalam
pengelolaan pasar tenaga kerja. Beberapa negara mengalami bonus demografi
yang ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif. Namun
demikian, peningkatan jumlah tenaga kerja tidak selalu diikuti oleh peningkatan
kualitas sumber daya manusia. Masih terdapat berbagai permasalahan seperti
kesenjangan keterampilan, produktivitas tenaga kerja yang rendah, dominasi

sektor informal, dan ketimpangan partisipasi tenaga kerja berdasarkan gender.

Dalam teori pertumbuhan ekonomi Solow, peningkatan jumlah tenaga kerja dapat
meningkatkan kapasitas produksi nasional. Akan tetapi, kontribusi tenaga kerja
terhadap pertumbuhan ekonomi akan lebih optimal apabila didukung oleh
investasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif. Oleh karena itu, hubungan
antara LFPR dan pertumbuhan ekonomi perlu dianalisis secara bersama-sama
dengan variabel FDI dan tata kelola pemerintahan. Mincer (1996) menyatakan
bahwa interaksi timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dan perkembangan
Human capital/modal manusia merupakan salah satu determinan utama dalam
mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan
yang dihasilkan tidak hanya berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi
semata, tetapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap aspek lain,
seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pengurangan tingkat
kemiskinan. Gagasan bahwa modal manusia memiliki kemampuan untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan salah satu
pandangan yang berkembang dalam literatur new growth theory, sebagaimana
dikemukakan oleh Lucas (1988) dan Romer (1990).

Pengembangan tenaga kerja meningkatkan tingkat output secara positif dan
signifikan berdasarkan hasil penelitian Eigbiremolen dan Anaduaka (2014). Hal
ini mengindikasikan bahwa pembangunan sumber daya manusia merupakan

elemen yang sangat penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang ber-



kelanjutan, mengingat setiap peningkatan dalam kualitas sumber daya manusia
akan diikuti oleh peningkatan kinerja ekonomi. Dengan demikian, terdapat
hubungan yang jelas antara pengembangan sumber daya manusia dan tingkat
output. Dalam penelitian ini, human capital digambarkan dengan labor force
participation rate /LFPR (tingkat partisipasi angkatan kerja). Tenaga Kkerja
menentukan kapasitas output suatu negara sebagai salah satu faktor produksi
utama dalam teori pertumbuhan neoklasik Solow (Solow, 1956). Salah satu
indikator yang sering digunakan untuk mengukur keterlibatan tenaga kerja dalam
kegiatan ekonomi adalah Labor Force Participation Rate (LFPR). LFPR
menunjukkan persentase penduduk usia kerja yang aktif berpartisipasi dalam

pasar kerja, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja.

Tingkat LFPR atau partisipasi angkatan kerja yang tinggi mencerminkan
pemanfaatan sumber daya manusia yang lebih optimal dalam proses produksi.
Sebaliknya, rendahnya partisipasi angkatan kerja dapat menghambat pertumbuhan
ekonomi karena sebagian potensi tenaga kerja tidak dimanfaatkan secara
produktif. Di ASEAN, perkembangan LFPR menunjukkan variasi yang cukup
besar antarnegara. Negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan Singapura
memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja yang relatif tinggi, sementara beberapa
negara lainnya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya partisipasi tenaga
kerja perempuan, ketimpangan keterampilan, dan tingginya sektor informal.

Dalam perspektif teori pertumbuhan endogen, investasi asing langsung dapat
meningkatkan produktivitas melalui transfer teknologi, inovasi, dan peningkatan
kapasitas produksi. Namun demikian, manfaat tersebut tidak akan optimal apabila
negara penerima investasi memiliki kualitas kelembagaan yang rendah atau tenaga
kerja yang tidak mampu menyerap teknologi baru. Perkembangan Labor Force
Participation Rate (LFPR)di 10 negara ASEAN dapat dilihat pada tabel dibawah

ini:
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Gambar 3. LFPR di Negara ASEAN tahun 2002-2024 (%)

Labor Force Partipation Rate (LFPR) pada Gambar 1.3 di Sepuluh negara
ASEAN menunjukkan nilai rata-rata yang cukup stabil dari tahun 2002-2024.
Nilai rata-rata yaitu kisaran 70,3% sampai 71,9%. LFPR tertinggi tercatat pada
negara Kamboja dengan rata-rata LFPR sebesar 84,2%, sedangkan nilai rata-rata
terendah terdapat pada Filipina yaitu sebesar 62,3%. Selain Foreign Direct
Investment (FDI) dan Labor Force Partipation Rate (LFPR) , keberadaan tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance) juga menjadi faktor krusial
dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan implementasi tata kelola
pemerintahan yang baik ditentukan oleh adanya partisipasi serta sinergi antara tiga

aktor utama, yaitu pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta (Agus, 2011).

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berfungsi sebagai
landasan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel
(World Bank, 1992; ADB, 1995; UNDP, 1997). good governance dikembangkan
lebih lanjut oleh para ahli, khususnya di negara-negara berkembang, sebagai
upaya untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
Mengacu pada laporan World Bank yang disusun oleh Kaufmann, Kraay, dan
Zoido-Lobaton (2009). Konsep tata kelola pemerintahan dalam kaitannya dengan
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pertumbuhan ekonomi menjadi topik yang menarik untuk dikaji, khususnya pada
kawasan yang memiliki intensitas kerja sama antarnegara. ASEAN (Association
of South east Asian Nations) yang berada di kawasan Asia Tenggara dipilih
sebagai objek penelitian. Berdasarkan OECD (Organisation for Economic Co-
operation and Development), periode 2002-2024 merupakan fase dengan
pertumbuhan ekonomi yang relatif optimal bagi negara-negara ASEAN. Kondisi
tersebut mendorong meningkatnya minat negara-negara Eropa dan China untuk

menanamkan investasi yang lebih besar di kawasan ASEAN.

Tata kelola pemerintahan diukur melalui indikator pengendalian korupsi,
efektivitas pemerintahan, stabilitas politik dan ketiadaan kekerasan atau terorisme,
kualitas regulasi, supremasi hukum, serta partisipasi dan akuntabilitas (Kaufmann,
Kraay, & Mastruzzi, 2010). Selanjutnya, World Bank (2012) menyatakan bahwa
terdapat dua dimensi utama tata kelola pemerintahan yang berpengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi, yaitu government effectiveness (efektivitas pemerintahan)
dan control of corruption (pengendalian korupsi). Setiap indikator tersebut diukur
menggunakan skala indeks dengan rentang nilai antara -2,5 hingga 2,5, di mana
nilai -2,5 merepresentasikan kinerja terendah dalam penerapan tata kelola
pemerintahan, sedangkan nilai 2,5 menunjukkan capaian tertinggi dari kualitas

tata kelola pemerintahan di suatu negara.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari peran tingkat efektivitas
pemerintahan (government effectiveness). Hasil penelitian Md. Rafayet et al.
(2017) mengindikasikan bahwa government effectiveness memberikan dampak
positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN. Hal ini
menunjukkan bahwa peningkatan mutu pelayanan publik serta keberhasilan dalam
pelaksanaan kebijakan pemerintah mampu mendorong akselerasi pertumbuhan
ekonomi. Di sisi lain, Wibowo (2013) menemukan hasil yang berbeda, yaitu
adanya pengaruh negatif yang signifikan antara government effectiveness dan
pertumbuhan ekonomi. Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui kondisi di
mana semakin tinggi efektivitas pelayanan publik suatu negara, maka kebutuhan
belanja pemerintah dalam menjalankan kebijakan dan menyediakan layanan

publik cenderung menjadi lebih efisien atau menurun.
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Peningkatan government effectiveness mencerminkan optimalisasi pemanfaatan
sumber daya yang tersedia. Efisiensi dalam pengeluaran publik tersebut secara
tidak langsung berpotensi mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui
pengelolaan anggaran yang lebih efektif. Perkembangan government effectiveness
di 10 anggota Negara ASEAN dapat dilihat pada Gambar berikut :

| ‘ ‘ ‘ || ‘ | || I
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-2 W Brunei Darussalam m Indonesia Cambodia
M Lao PDR B Myanmar Malaysia
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B THAILAND

Sumber: World Bank, 2026 (diolah)
Gambar 4. GE di 10 Negara Anggota ASEAN Tahun 2002-2024 (indeks)

Efektivitas pemerintahan (government effectiveness) di negara-negara ASEAN
sebagaimana disajikan pada Tabel 1.4 menunjukkan dinamika yang berfluktuasi
dari waktu ke waktu. Berdasarkan nilai rata-rata indeks, negara-negara yang
memiliki tingkat government effectiveness relatif tinggi, yakni dengan skor
mendekati atau di atas 2,5, meliputi Singapura 2.20 , Malaysia 0.99, dan Brunei
Darussalam 0.95 Sebaliknya, Myanmar -1.41, Laos -0.78, dan Kamboja -0.75
cenderung berada pada kategori efektivitas pemerintahan yang rendah, dengan
nilai indeks mendekati atau di bawah -2,5. Sedarmayanti (2003), terdapat
keterkaitan yang bersifat positif antara pertumbuhan ekonomi dan efektivitas

pemerintahan.
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Dalam lingkup negara-negara ASEAN, perbedaan tingkat efektivitas pemerintah
mencerminkan adanya hubungan dengan performa pertumbuhan ekonomi, di
mana kualitas tata kelola pemerintahan berperan sebagai salah satu determinan
utama. Oleh karena itu, relasi antara pertumbuhan ekonomi dan government
effectiveness di kawasan ASEAN dapat dikatakan berjalan secara searah. Sebagai
ilustrasi, Singapura merupakan negara dengan tingkat efektivitas pemerintahan
yang sangat tinggi. Kondisi ini ditopang oleh karakteristik wilayah yang relatif
kecil, jumlah penduduk yang terbatas, serta pertumbuhan ekonomi yang stabil,
sehingga memungkinkan pemerintah menjalankan fungsi administrasi dan
pengelolaan negara secara lebih optimal dan efisien. Indikator lainnya dalam tata
kelola pemerintahan yang turut dipertimbangkan dalam memengaruhi

pertumbuhan ekonomi adalah control of corruption.

Kaufmann et al., sebagaimana dikutip dalam Huynh dan Jacho-Chavez (2009),
mendefinisikan control of corruption sebagai suatu ukuran yang menggambarkan
sejauh mana kekuasaan publik disalahgunakan untuk kepentingan pribadi,
termasuk di dalamnya praktik korupsi. Huynh dan Jacho-Chavez (2009)
menyatakan bahwa indikator control of corruption merupakan bagian dari tata
kelola pemerintahan yang tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Aidt, Dutta, dan Sena (2008), yang mengkaji keterkaitan antara corruption
perception index dan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian tersebut
menunjukkan bahwa pada negara-negara dengan kualitas institusi yang rendah,
korupsi tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Meskipun demikian, Sanyal (2011) mengemukakan pandangan yang berbeda,
yaitu bahwa control of corruption justru memberikan pengaruh positif terhadap
pertumbuhan ekonomi. Perkembangan control of corruption di sepuluh Negara
anggota ASEAN disajikan pada gambar dibawabh ini :
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Gambar 5. CC di 10 Negara Anggota ASEAN 2002-2024 (indeks)

Gambar 1.5 menunjukkan bahwa dari sepuluh negara ASEAN, control of
corruption yang memiliki nilai indeks 2,5 dan lebih baik adalah Singapura dengan
nilai indeks rata-rata 2.14 Brunei Drussalam dengan nilai indeks rata-rata 0.66,
Sedangkan yang memiliki kecenderungan control of corruption dengan nilai
indeks -2,5 kurang baik yaitu Myanmar, Kamboja, Filipina dan Indonesia dimana
masing masing Negara tersebut memiliki indeks rata-rata control of corruption
sebesar -1.56, -1.18, -0.68, dan -0,54. Berikut kekurangan dari penelitian

terdahulu sehingga penelitian ini penting dilakukan :

1.1.1 Fenomena Kesenjangan Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN

Meskipun ASEAN berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu
kawasan ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia, tingkat pertumbuhan
ekonomi antarnegara anggota masih menunjukkan disparitas yang cukup besar.
Negara-negara seperti Vietnam, Kamboja, dan Filipina dalam beberapa tahun
terakhir mampu mencatat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, sedangkan
beberapa negara lainnya mengalami perlambatan akibat keterbatasan kapasitas
institusi, rendahnya produktivitas tenaga kerja, dan ketergantungan terhadap
sektor ekonomi tertentu. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan

pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal yang masuk
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ke suatu negara, tetapi juga oleh kemampuan institusi dan kualitas sumber daya

manusia dalam mengelola modal tersebut.

1.1.2 Kesenjangan Empiris Penelitian

Hasil penelitian empiris mengenai pengaruh FDI terhadap pertumbuhan ekonomi
masih menunjukkan temuan yang beragam. Sebagian penelitian menyimpulkan
bahwa FDI berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
karena mampu meningkatkan produktivitas dan transfer teknologi. Namun,
penelitian lain menemukan bahwa pengaruh FDI tidak signifikan apabila tidak
didukung oleh kualitas institusi dan sumber daya manusia yang memadai.
Perbedaan hasil penelitian juga ditemukan pada variabel tata kelola pemerintahan.
Beberapa penelitian menyatakan bahwa Government effectiveness memberikan
pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan penelitian lain
menunjukkan bahwa pengaruh tersebut berbeda antarnegara karena dipengaruhi

oleh karakteristik institusional masing-masing negara.

Peneltian terhadap LFPR yang masih menunjukkan hasil penelitian yang beragam.
Beberapa penelitian menemukan pengaruh positif terhadap pertumbuhan
ekonomi, sementara penelitian lain menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi
tenaga kerja tidak selalu meningkatkan pertumbuhan ekonomi apabila
produktivitas tenaga kerja masih rendah. Perbedaan hasil penelitian tersebut
menunjukkan bahwa hubungan antara FDI, LFPR, tata kelola pemerintahan, dan
pertumbuhan ekonomi masih memerlukan pengujian lebih lanjut menggunakan
data yang lebih panjang, cakupan negara yang lebih luas, serta pendekatan analisis
yang lebih komprehensif.

1.1.3 Alasan Pemilihan Periode 2002-2024

Penelitian ini menggunakan periode 2002-2024 karena rentang waktu tersebut
mampu menggambarkan berbagai fase penting perkembangan ekonomi ASEAN.
Periode penelitian mencakup fase pemulihan pasca Krisis Asia, Krisis keuangan
global 2008, pembentukan ASEAN Economic Community (AEC), pandemi
COVID-19, serta masa pemulihan ekonomi pasca pandemi. Penggunaan periode
yang panjang memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih

komprehensif mengenai hubungan jangka panjang antara FDI, LFPR, tata kelola
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pemerintahan, dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, periode tersebut juga
memberikan variasi data yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan akurasi

hasil estimasi model panel data.

Berdasarkan uraian fenomena empiris, kesenjangan penelitian, serta pentingnya
peran investasi asing, partisipasi angkatan kerja, dan tata kelola pemerintahan
dalam proses pembangunan ekonomi, maka penelitian mengenai pengaruh
Foreign Direct Investment (FDI), Labor Force Participation Rate (LFPR), dan tata
kelola pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN
periode 2002-2024 menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan
mampu memberikan bukti empiris terbaru yang dapat digunakan sebagai dasar
dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif,
berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
ASEAN.

1.1.4 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada
beberapa aspek sebagai berikut:
1. Mengintegrasikan variabel FDI, LFPR, dan tata kelola pemerintahan
dalam satu model pertumbuhan ekonomi.
2. Menggunakan data panel negara-negara ASEAN selama periode 2002-
2024 sehingga mencakup berbagai peristiwa ekonomi penting seperti:
1. Kirisis keuangan global 2008.
2. Pembentukan ASEAN Economic Community (AEC).
3. Pandemi COVID-19.
4. Pemulihan ekonomi pascapandemi.
3. Menggunakan indikator tata kelola pemerintahan dari Worldwide
Governance Indicators (WGI) yang memberikan ukuran kelembagaan

yang lebih komprehensif.
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1.2 Rumusan Masalah

1.

Apakah Foreign Direct Investment (FDI) memiliki pengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi di negara- negara ASEAN selama 2002-2024 (23
tahun)?

Apakah Labor Force Partisipation Rate (LFPR) memiliki pengaruh

terhadap pertumbuhan ekonomi di negara- negara ASEAN selama selama
2002-2024 (23 tahun)?

Apakah goverment effectiveness memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan
ekonomi di negara-negara ASEAN selama selama 2002-2024 (23 tahun)?
Apakah control of coruption memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan
ekonomi di negara-negara ASEAN selama selama 2002-2024 (23 tahun)?
Apakah Foreign Direct Investment (FDI), Labor Force Partisipation Rate
(LFPR), goverment effectivenes, dan control of corruption memiliki
pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di negara- negara ASEAN
selama 2002-2024 (23 tahun)?

1.3 Tujuan Penelitian

1.

Menganalisis pengaruh Foreign Direct Investment (FDI) terhadap
pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama 2002-2024 (23
tahun)?

Menganalisis pengaruh Labor Force Partisipation Rate (LFPR) terhadap
pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama 2002-2024 (23
tahun)?

Menganalisis pengaruh goverment effectiveness terhadap pertumbuhan
ekonomi di negara-negara ASEAN selama 2002-2024 (23 tahun)?
Menganalisis pengaruh control of corruption terhadap pertumbuhan
ekonomi di negara-negara ASEAN selama 2002-2024 (23 tahun)?
Menganalisis pengaruh Foreign Direct Investment (FDI), Labor Force
Partisipation Rate (LFPR), goverment effectivenes, dan control of
corruption secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-
negara ASEAN selama 2002-2024 (23 tahun)?



18

1.4 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberikan kontribusi

manfaat bagi berbagai pihak, di antaranya:

Bagi Akademisi
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspektif serta pemahaman yang

lebih luas terkait tata kelola pemerintahan di negara-negara ASEAN.

Bagi peneliti lainnya
Sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti lainnya yang

tertarik pada bidang kajian ini



Il. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator kuantitatif yang mencerminkan
perkembangan kondisi perekonomian dalam suatu periode tertentu apabila
dibandingkan dengan periode sebelumnya (Sukirno, 2007). Perubahan tersebut
umumnya dinyatakan dalam bentuk persentase kenaikan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) pada suatu tahun relatif terhadap tahun sebelumnya.
Budiono (1994) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu
tolok ukur dalam mengevaluasi tingkat pembangunan ekonomi suatu negara.
Secara konseptual, pertumbuhan ekonomi dipahami sebagai proses peningkatan
output per kapita dalam jangka panjang yang ditunjukkan oleh kecenderungan
kenaikan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Proses ini bersumber dari
dinamika internal perekonomian, yakni kekuatan yang berasal dari dalam sistem
ekonomi itu sendiri, bukan akibat pengaruh faktor eksternal yang bersifat
sementara (Sukirno, 2019; Kuznets, 1973)

Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan jangka
panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan berbagai jenis
barang ekonomi bagi masyarakatnya. Peningkatan kemampuan tersebut didorong
oleh kemajuan teknologi serta penyesuaian dalam aspek kelembagaan dan
ideologi yang menyertainya (Kuznets, 1973). Lebih lanjut, dalam karyanya
Modern Economic Growth (1966), Kuznets menyatakan bahwa pertumbuhan
ekonomi merupakan proses peningkatan berkelanjutan dalam output per kapita
maupun per tenaga kerja, yang pada umumnya disertai dengan pertambahan
jumlah penduduk serta perubahan dalam struktur ekonomi (Jhingan, 2004).
Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan Gross Domestic Product
(GDP) tanpa memperhatikan apakah laju kenaikan tersebut lebih tinggi atau lebih
rendah dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk, tanpa mempertimbangkan

adanya perubahan dalam struktur ekonomi (Suryana, 2002).
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Zaris (2003), menyatakan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu komponen

yang mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang diukur melalui

besarnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Di

sisi lain, Samuelson (2005) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu

proses yang menunjukkan terjadinya ekspansi atau peningkatan Gross Domestic

Product (GDP) suatu negara. Pertumbuhan ekonomi memberikan ruang bagi

pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu,

pertumbuhan ekonomi juga dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai
dampak kebijakan pemerintah, khususnya di bidang ekonomi, serta sebagai alat
evaluasi terhadap keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Todaro dan Smith (2006) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi di setiap

negara didasarkan pada tiga komponen utama yang menjadi fondasinya yaitu :

1. Akumulasi modal meliputi seluruh bentuk penanaman investasi baru, baik
yang berkaitan dengan lahan, peralatan fisik, maupun modal manusia atau
sumber daya manusia.

2. Pertumbuhan penduduk merupakan faktor yang pada periode selanjutnya
berkontribusi terhadap peningkatan jumlah angkatan

3. Kemajuan teknologi.

Pertumbuhan ekonomi tidak selalu berimplikasi langsung pada terwujudnya

pembangunan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi

tersebut terjadi karena pertumbuhan ekonomi umumnya diikuti oleh peningkatan
jumlah penduduk. Apabila tingkat pertumbuhan ekonomi berada di bawah laju
pertumbuhan penduduk, maka pendapatan rata-rata masyarakat atau pendapatan
per kapita cenderung mengalami penurunan. Sebaliknya, jika dalam jangka
panjang pertumbuhan ekonomi berlangsung sebanding dengan pertumbuhan
penduduk, maka perekonomian akan berada pada kondisi stagnan tanpa disertai
peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, salah satu
prasyarat penting dalam mencapai pembangunan ekonomi adalah bahwa tingkat
pertumbuhan ekonomi harus lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan
penduduk (Sukirno, 2007).
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2.1.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

1. Teori Keynes

Teori ekonomi Keynes berlandaskan pada hipotesis mengenai siklus aliran uang,
yang menekankan bahwa peningkatan pengeluaran, terutama konsumsi, dalam
suatu perekonomian akan mendorong kenaikan pendapatan. Selanjutnya,
peningkatan pendapatan tersebut akan kembali merangsang pertumbuhan
konsumsi, sehingga membentuk suatu siklus berkelanjutan antara pengeluaran dan
pendapatan. Dalam kerangka pemikiran Keynes, konsumsi yang dilakukan oleh
individu berperan sebagai sumber pendapatan bagi individu lain dalam
perekonomian yang sama. Dengan demikian, setiap aktivitas pengeluaran tidak
hanya berdampak pada pelaku ekonomi yang bersangkutan, tetapi juga
memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan pihak lain. Proses ini
berlangsung secara terus-menerus dan memungkinkan perekonomian beroperasi

secara normal.

Pada saat terjadinya Great Depression, masyarakat cenderung mengurangi
konsumsi dan lebih memilih untuk menahan serta menyimpan uangnya, yang pada
akhirnya menghambat perputaran ekonomi. Teori Keynes menyimpulkan Kondisi
tersebut akan menyebabkan terhentinya siklus perputaran uang dalam
perekonomian, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya stagnasi
bahkan kelumpuhan aktivitas ekonomi (wisegeek.org, 2017). Sebagai solusi untuk
mengatasi hambatan dalam perekonomian, Keynes menekankan pentingnya
intervensi dari sektor publik, khususnya pemerintah. la berpendapat bahwa
pemerintah perlu berperan aktif dalam mendorong peningkatan pengeluaran
masyarakat, baik melalui kebijakan peningkatan jumlah uang beredar maupun

dengan melakukan pengeluaran langsung melalui pembelian barang dan jasa.

Dalam perspektif ekonomi Keynesian, keterlibatan sektor publik dianggap
diperlukan untuk menstimulasi aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Pandangan
ini bertentangan dengan konsep laissez-faire capitalism, yang menolak campur
tangan pemerintah dan meyakini bahwa mekanisme pasar bebas mampu mencapai
keseimbangan secara otomatis. Keynes berargumen bahwa sektor swasta tidak
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dapat sepenuhnya diberikan kewenangan dalam mengelola perekonomian, karena
pada dasarnya pelaku swasta berorientasi pada pencapaian keuntungan pribadi.
Apabila kondisi tersebut dibiarkan tanpa pengawasan, maka dapat menimbulkan
ketidakseimbangan dalam perekonomian. Oleh karena itu, diperlukan suatu
otoritas yang memiliki fungsi pengendalian dan pengaturan agar aktivitas
ekonomi tetap berjalan secara optimal, yang dalam hal ini dijalankan oleh
pemerintah (Kartika, 2015). Teori Keynes mengkritisi kebijakan pemerintah yang
terlalu menekankan pada peningkatan tabungan tanpa diimbangi dengan dorongan
terhadap konsumsi. Selain itu, Keynes juga mendukung adanya distribusi
kekayaan secara terukur apabila diperlukan. Dalam kerangka pemikirannya,
terdapat alasan pragmatis yang mendasari pentingnya redistribusi pendapatan,
yaitu bahwa kelompok masyarakat berpendapatan rendah cenderung memiliki
kecenderungan konsumsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan menabung. Oleh
karena itu, pemberian tambahan pendapatan kepada kelompok tersebut akan
meningkatkan pengeluaran konsumsi, yang pada akhirnya dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi.

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik (Solow Growth Theory)

Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik yang dikemukakan oleh Solow (1956)
menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal,
tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Dalam model Solow, modal dan tenaga
kerja merupakan faktor produksi utama yang menentukan tingkat output suatu
negara. Pertumbuhan ekonomi akan meningkat apabila terjadi peningkatan
investasi yang mampu menambah stok modal serta peningkatan jumlah tenaga
kerja yang terlibat dalam proses produksi. Menurut Solow (1956), investasi
memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas produksi suatu negara
karena investasi memungkinkan terbentuknya modal baru yang dapat digunakan
untuk menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, peningkatan jumlah tenaga kerja
juga akan memperbesar kapasitas produksi sehingga dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini FD) merepresentasikan akumulasi
modal, sedangkan LFPR merepresentasikan faktor tenaga kerja yang

memengaruhi pertumbuhan ekonomi.
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3. Teori Pertumbuhan Endogen (Endogenous Growth Theory)

Teori pertumbuhan endogen yang dikembangkan olenh Romer (1990) dan Lucas
(1988) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh
akumulasi modal dan tenaga kerja, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia,
inovasi, transfer teknologi, dan pengetahuan. Teori ini menekankan bahwa
investasi asing mampu menciptakan spillover effect berupa transfer teknologi,
peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan pengembangan kapasitas produksi
yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif teori
pertumbuhan endogen, FDI tidak hanya dipandang sebagai sumber pembiayaan
pembangunan, tetapi juga sebagai sarana transfer teknologi yang dapat
meningkatkan produktivitas faktor produksi domestik. Oleh karena itu, negara
yang mampu menarik investasi asing dalam jumlah besar cenderung memiliki
peluang yang lebih tinggi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan.

4. Teori Kelembagaan (Institutional Theory)

Teori kelembagaan yang dikembangkan oleh North ( 1990) menjelaskan bahwa
institusi merupakan aturan formal dan informal yang mengatur interaksi ekonomi
dalam masyarakat. Kualitas institusi yang baik akan menciptakan kepastian
hukum, meningkatkan efektivitas kebijakan publik, mengurangi biaya transaksi,
dan mendorong aktivitas ekonomi. Menurut North (1990), pertumbuhan ekonomi
tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh kualitas institusi
yang mengatur aktivitas ekonomi tersebut. Tata kelola pemerintahan yang baik
dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya ekonomi, memperkuat
kepercayaan investor, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Sebaliknya, lemahnya tata kelola pemerintahan dapat menghambat investasi dan
menurunkan produktivitas ekonomi. Dalam penelitian ini, tata kelola
pemerintahan diukur menggunakan indikator Worldwide Governance Indicators
(WGI) yang dikembangkan oleh World Bank. Indikator tersebut menggambarkan
kemampuan pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik

secara efektif.
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2.1.2 Foreign Direct Investment (FDI)

Investasi asing dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yakni investasi asing
langsung atau foreign direct investment (FDI) dan investasi portofolio asing.
Investasi asing langsung merupakan bentuk penanaman modal yang bersifat
jangka panjang, di mana investor dari suatu negara menanamkan dananya di
negara tujuan melalui berbagai aktivitas, seperti pendirian perusahaan, akuisisi
secara penuh, maupun pengambilalihan aset-aset produktif, termasuk
pembangunan fasilitas produksi serta pengadaan barang modal dan bahan baku.
Sementara itu, investasi portofolio asing merujuk pada kegiatan investasi yang
dilakukan melalui instrumen keuangan, seperti saham, reksa dana, obligasi, dan
instrumen sejenis lainnya. Dalam hal ini, sumber pembiayaan berasal dari pihak

asing, Namun demikian, pengelolaannya dilakukan oleh pihak domestik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman
Modal Asing, khususnya Pasal 1, menyatakan bahwa pengertian modal asing
dalam regulasi tersebut dibatasi pada penanaman modal asing secara langsung
yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dimanfaatkan
untuk menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Ketentuan ini mengandung
makna bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko atas investasi
yang ditanamkannya. Krugman (1994) mendefinisikan investasi asing langsung
(foreign direct investment/FDI) sebagai aliran modal internasional yang terjadi
ketika perusahaan dari suatu negara melakukan pendirian atau perluasan kegiatan
usahanya di negara lain. Ciri utama dari penanaman modal asing langsung tidak
hanya terletak pada perpindahan sumber daya, tetapi juga mencakup adanya unsur
pengendalian (control) dalam pengelolaannya. Dengan demikian, cabang atau
anak perusahaan yang didirikan di negara tujuan tidak sekadar memiliki hubungan
finansial dengan perusahaan induk, melainkan menjadi bagian integral dari satu

kesatuan struktur organisasi.

Investasi asing langsung memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan
jenis investasi lainnya. Pertama, investasi ini umumnya bersifat jangka panjang
sehingga berpotensi memberikan keuntungan yang berkelanjutan bagi investor,
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terutama apabila pengelolaan perusahaan atau pabrik dilakukan secara efektif.
Kedua, keberadaan investasi asing langsung dapat meningkatkan pendapatan riil
suatu negara melalui masuknya aliran modal dari luar negeri. Ketiga, investasi ini
turut berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja, khususnya ketika investor
mendirikan fasilitas produksi atau perusahaan di negara tujuan. Keempat,
investasi asing langsung juga berperan dalam transfer pengetahuan, baik dalam
bentuk keterampilan manajerial yang kompetitif maupun penguasaan teknologi

yang lebih maju.

2.1.2.1 Peranan Foreign Direct Investment (FDI) dalam Perekonomian
Apabila dikaji secara lebih mendalam, investasi asing langsung (foreign direct
investment/FDI) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian
suatu negara. Iklim investasi yang kondusif akan meningkatkan minat investor
untuk menanamkan modalnya, sehingga berdampak pada peningkatan aktivitas
ekonomi. FDI berperan dalam berbagai aspek perekonomian, antara lain: pertama,
sebagai sumber pembiayaan yang dapat mempercepat proses investasi serta
mendorong pertumbuhan ekonomi; Kedua, peningkatan pertumbuhan ekonomi
tersebut perlu disertai dengan penyesuaian pada struktur produksi dan
perdagangan nasional; dan ketiga, modal asing berperan sebagai instrumen
mobilisasi dana yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi
(Jhingan, 2004).

Sadono Sukirno (2000) menyatakan investasi yang dilakukan secara berkelanjutan
oleh masyarakat memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja baru,
meningkatkan pendapatan nasional melalui aktivitas perdagangan internasional,
serta mendorong kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari terbukanya
peluang kerja. Fenomena tersebut berlandaskan pada tiga fungsi utama investasi,
yaitu: pertama, investasi sebagai salah satu komponen dalam pengeluaran agregat
yang berkontribusi terhadap peningkatan kesempatan kerja; kedua, investasi
berperan dalam memperluas kapasitas produksi; dan ketiga, investasi mendorong

perkembangan teknologi di suatu negara.
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2.1.2.2 Dampak Foreign Direct Investment (FDI) terhadap Perekonomian

1. Pengaruh Foreign Direct Investment (FDI) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Foreign direct investment (FDI) merupakan investasi jangka panjang yang
dilakukan oleh investor asing dengan tujuan memperoleh kendali atau pengaruh
signifikan terhadap perusahaan di negara penerima investasi. FDI berkontribusi
terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan stok modal, transfer
teknologi, peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan
kapasitas ekspor. Menurut teori pertumbuhan endogen, masuknya investasi asing
dapat meningkatkan produktivitas faktor produksi melalui transfer pengetahuan
dan inovasi teknologi. Selain itu, investasi asing juga mampu mempercepat proses
industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Berbagai penelitian empiris
menunjukkan bahwa FDI memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan
ekonomi negara-negara berkembang, termasuk negara-negara ASEAN. Dengan
demikian, semakin tinggi arus masuk FDI ke suatu negara maka semakin besar
peluang peningkatan aktivitas produksi yang pada akhirnya mendorong

pertumbuhan ekonomi.

Adanya foreign direct investment (FDI) di suatu negara tidak hanya memberikan
dampak positif terhadap perekonomian, tetapi juga berpotensi menimbulkan
konsekuensi negatif. Dari sisi positif, FDI dapat meningkatkan ketersediaan
modal untuk pembangunan serta menambah cadangan devisa negara, serta
meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu, FDI turut mendorong terjadinya alih
teknologi dan peningkatan keterampilan manajerial, menciptakan lapangan kerja,
serta meningkatkan permintaan terhadap bahan baku domestik. Namun demikian,
manfaat tersebut sering kali diiringi dengan berbagai konsekuensi negatif.
Pengelolaan sumber daya alam oleh pihak asing berpotensi menimbulkan
kerusakan lingkungan. Selain itu, terdapat kemungkinan terjadinya kesenjangan
pendapatan antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal. Perusahaan asing
juga cenderung menerapkan sistem manajemen keuangan yang kurang transparan,
sehingga menyulitkan dalam menilai kondisi keuangan perusahaan secara akurat,

serta berbagai dampak lainnya.
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2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Foreign Direct Investment (FDI)

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi FDI, antara lain:

1. Tingkat Bunga

Tingkat suku bunga memegang peranan penting dalam menentukan besarnya
investasi yang terjadi di suatu negara. Ketika suku bunga berada pada level yang
rendah, kecenderungan investasi akan meningkat karena biaya pinjaman menjadi
lebih terjangkau dan kredit perbankan masih memberikan prospek keuntungan
bagi investor. Sebaliknya, apabila suku bunga tinggi, maka biaya pinjaman
menjadi lebih mahal sehingga kegiatan investasi yang dibiayai melalui kredit bank
menjadi kurang menguntungkan. Dengan demikian, suku bunga merupakan salah
satu faktor krusial dalam menarik minat investasi, mengingat sebagian besar
aktivitas investasi bergantung pada pembiayaan dari lembaga perbankan.
Penurunan suku bunga pinjaman akan mendorong investor untuk menanamkan

modalnya, karena beban biaya yang harus ditanggung menjadi lebih ringan.

2. Marginal Effeciency of Capital (MEC)

Marginal Efficiency of Capital (MEC) merupakan konsep yang diperkenalkan
oleh John Maynard Keynes untuk menjelaskan penentuan tingkat investasi dalam
suatu perekonomian, termasuk investasi asing. MEC didefinisikan sebagai tingkat
keuntungan yang diharapkan dari suatu investasi (return on investment). Apabila
tingkat keuntungan yang diharapkan (MEC) lebih rendah dibandingkan dengan
tingkat suku bunga riil yang berlaku, maka investasi cenderung tidak akan
dilakukan. Sebaliknya, jika MEC lebih tinggi dari suku bunga riil, maka investasi
akan dilaksanakan. Sementara itu, Apabila nilai MEC berada pada tingkat yang
setara dengan suku bunga riil, maka keputusan untuk melakukan investasi akan

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar pertimbangan tersebut.

3. Pertumbuhan Perekonomian

Ekspektasi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi pada masa mendatang
merupakan salah satu determinan penting yang memengaruhi keputusan investor
dalam menanamkan modal. Apabila terdapat perkiraan bahwa aktivitas ekonomi

akan mengalami ekspansi, kondisi tersebut cenderung mendorong meningkatnya
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minat investor untuk melakukan investasi. Bahkan, dalam situasi di mana tingkat
suku bunga lebih tinggi dibandingkan dengan Marginal Efficiency of Capital
(MEC), keputusan investasi tetap dapat diambil oleh investor yang memiliki
toleransi risiko serta mampu mengidentifikasi peluang untuk memperoleh

keuntungan yang lebih besar di masa depan.

4. Kestabilan politik suatu negara

Stabilitas politik suatu negara merupakan salah satu aspek krusial yang menjadi
pertimbangan investor dalam menentukan keputusan investasi. Kondisi politik
yang stabil mampu menciptakan rasa aman serta kepastian, sehingga mendorong
meningkatnya kepercayaan investor untuk menanamkan modal di negara tujuan.
Sebaliknya, ketidakstabilan politik berpotensi menimbulkan tingkat risiko yang

tinggi dan pada akhirnya menurunkan minat investor untuk berinvestasi.

5. Keamanan suatu negara

Faktor keamanan suatu negara merupakan aspek penting yang menjadi
pertimbangan bagi investor dalam menanamkan modal. Tingkat keamanan yang
baik akan memberikan jaminan dan rasa percaya diri bagi investor untuk
melakukan investasi. Sebaliknya, kondisi yang tidak kondusif seperti kerusuhan,
konflik antarsuku, agama, maupun etnis, serta kecemburuan sosial, dapat
menimbulkan ketidakpastian dan risiko tinggi. Hal tersebut pada akhirnya akan
menurunkan minat investor karena tidak adanya jaminan keamanan terhadap

aktivitas investasi yang dilakukan.

6. Kebijakan pemerintah

Kebijakan pemerintah yang kondusif memiliki peranan penting dalam
menciptakan iklim investasi yang menarik. Kebijakan moneter yang bersifat
longgar (easy monetary policy), misalnya, ditandai dengan tingkat suku bunga
yang rendah serta kemudahan dalam penyaluran kredit, sehingga mampu
mendorong peningkatan aktivitas investasi. Selain itu, kebijakan fiskal yang
mendukung, seperti pemberian insentif berupa tax holiday, penerapan tarif pajak
yang rendah (baik pajak keuntungan usaha, bea masuk, maupun pajak



29

pertambahan nilai), serta biaya energi yang terjangkau (listrik dan bahan bakar),
turut memberikan dampak positif terhadap minat investor. Di sisi lain, kemudahan
dalam proses perizinan serta birokrasi yang efisien juga menjadi faktor penting
yang dapat meningkatkan daya tarik suatu negara sebagai tujuan investasi.
Sebaliknya, kebijakan yang bersifat ketat, seperti suku bunga tinggi, beban pajak
yang besar, serta prosedur perizinan yang rumit, cenderung menghambat

masuknya investasi karena meningkatkan biaya dan risiko bagi investor.

7. Infrastruktur

Kondusivitas iklim investasi juga ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur yang
memadai. Infrastruktur seperti kualitas jalan, keberadaan pelabuhan yang
representatif, ketersediaan sumber energi bagi kegiatan industri, serta sarana
transportasi dan telekomunikasi yang efektif akan menunjang kelancaran aktivitas
ekonomi dan akhirnya meningkatkan minat investasi. Dalam aktivitas Foreign
Direct Investment (FDI) di suatu negara tujuan (host country), terdapat dua faktor
utama yang memengaruhinya. Pertama, lingkungan atau kerangka kebijakan
(policy framework), dan kedua, faktor ekonomi (economic determinants) (Rahayu,
2012). Kedua aspek ini menjadi pertimbangan penting bagi suatu negara dalam

upaya menarik investor untuk menanamkan modalnya.

Stephen Hymer , Menyatakan investasi langsung merupakan bagian dari kerangka
teori persaingan tidak sempurna, sehingga tidak semata-mata dapat dijelaskan
melalui teori persaingan sempurna maupun pergerakan modal internasional.
Hymer menekankan bahwa inti dari penanaman modal asing secara langsung
terletak pada kepemilikan keunggulan monopolistik oleh perusahaan induk.
Dalam pendekatan ini, tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi di luar
negeri tidak sepenuhnya mampu menjelaskan terjadinya arus modal internasional,
karena secara teoritis modal dapat dialokasikan secara lebih efisien melalui pasar
keuangan tanpa harus memindahkan operasi perusahaan (Hymer, 1976). Tingkat
keuntungan investasi di luar negeri akan lebih tinggi apabila investor memiliki
keunggulan spesifik dibandingkan perusahaan lokal di negara tujuan, serta
didukung oleh kondisi makro ekonomi negara yang relatif unggul dan stabil.
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2.1.3 Tingkat Partipasi Angkatan Kerja (Labor Force Partipation Rate
/ILFPR)

Theodore Schultz (1961), menyatakan bahwa teori investasi dalam human capital
menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai
fondasi utama dalam pembangunan ekonomi. Konsep ini menjelaskan bahwa
pendidikan, keterampilan, dan produktivitas merupakan elemen utama yang
melekat pada setiap individu. Dalam kerangka teori ini, individu dipandang
melakukan investasi terhadap dirinya sendiri melalui berbagai bentuk, seperti
pendidikan, kesehatan, pengalaman kerja, dan pengembangan keterampilan. Lebih
lanjut, teori human capital menegaskan bahwa sektor pendidikan memiliki peran
yang sangat penting dalam menghasilkan individu yang produktif dan berkualitas
tinggi. Modal manusia menjadi salah satu faktor kunci dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi, karena peningkatan kualitas sumber daya manusia akan
berimplikasi pada peningkatan produktivitas, yang pada akhirnya berkontribusi

terhadap pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kualitas sumber daya manusia merupakan indikator penting dalam meningkatkan
produktivitas suatu perekonomian. Perbedaan kualitas sumber daya manusia
diyakini dapat menimbulkan variasi kondisi ekonomi antarnegara, terutama
karena masing-masing negara memiliki jumlah tenaga kerja, ketersediaan sumber
daya alam, serta tingkat penguasaan teknologi yang berbeda (Denis, 2017). Salah
satu indikator yang digunakan untuk mengukur human capital dapat dilihat
melalui tingkat partisipasi angkatan kerja (labor force participation rate/LFPR).
LFPR menunjukkan persentase penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar
tenaga Kkerja, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Tingkat partisipasi
angkatan kerja yang tinggi menunjukkan pemanfaatan sumber daya manusia yang
lebih optimal dalam proses produksi. Teori pertumbuhan neoklasik meyatakan
tenaga kerja merupakan faktor produksi yang secara langsung memengaruhi
tingkat output suatu negara. Semakin tinggi jumlah tenaga kerja yang
berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, semakin besar kapasitas produksi yang
dapat dihasilkan. Peningkatan LFPR juga mencerminkan meningkatnya
produktivitas ekonomi masyarakat karena lebih banyak penduduk yang terlibat
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dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, LFPR diperkirakan memiliki pengaruh

positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

International Labour Organization (ILO), tenaga kerja didefinisikan sebagai
penduduk yang telah memasuki usia kerja, yaitu 15 tahun ke atas. Kelompok ini
mencakup seluruh individu yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan
barang dan jasa apabila terdapat permintaan terhadap tenaga kerja mereka, serta
memiliki kemauan untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi tersebut.
Selanjutnya, menurut Rusli (2012: 116), angkatan kerja merupakan economically
active population, yaitu individu yang bekerja, menerima pendapatan, atau sedang
berupaya untuk memperoleh pekerjaan. Secara demografis, Besarnya jumlah
angkatan kerja sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi angkatan kerja (labor
force participation rate/LFPR), yang mencerminkan persentase penduduk usia
kerja yang terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi (Lembaga Demografi
FEUI, 2004: 206).

Pertumbuhan angkatan kerja merupakan hasil dari tren perubahan demografi di
masa lalu yang terbentuk sebagai respons terhadap kondisi perekonomian pada
periode  sebelumnya. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
menggambarkan proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif dalam kegiatan
ekonomi, yang dihitung dengan membandingkan jumlah angkatan kerja baik
secara keseluruhan maupun berdasarkan kelompok umur tertentu dengan total
penduduk usia kerja (Lembaga Demografi FEUI, 2004: 198).. W. Arthur Lewis
mengemukakan bahwa kelebihan tenaga kerja justru dapat menjadi peluang bagi
suatu negara. Dalam teorinya, kelebihan tenaga kerja pada satu sektor dapat
dialihkan ke sektor lain yang lebih produktif, sehingga mampu mendorong
peningkatan output dan pertumbuhan ekonomi. Lewis membagi perekonomian
negara berkembang ke dalam dua sektor utama, yaitu sektor tradisional dan sektor
modern. Sektor tradisional umumnya identik dengan kegiatan pertanian,
sementara sektor modern mencakup industri dan kegiatan ekonomi yang lebih
maju. Selain itu, keberadaan sektor informal tidak hanya terbatas di wilayah
pedesaan, tetapi juga berkembang di kawasan perkotaan.
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Dalam proses industrialisasi, kelebihan tenaga kerja yang tidak terserap oleh
sektor modern cenderung beralih ke sektor informal, sehingga sektor ini berfungsi
sebagai penampung tenaga Kkerja sekaligus turut mendukung dinamika
perekonomian. Sektor informal kerap dipandang sebagai “katup pengaman” dalam
bidang ketenagakerjaan karena kemampuannya dalam menyerap kelebihan tenaga
kerja yang tidak terserap oleh sektor formal. Peran ini penting terutama di negara
berkembang, karena dapat menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Dalam jangka
panjang, penyerapan tenaga kerja tersebut berpotensi meningkatkan tingkat upah,
khususnya di wilayah pedesaan, sehingga kesenjangan pendapatan antara daerah
pedesaan dan perkotaan dapat berkurang. Dengan demikian, peningkatan jumlah
tenaga kerja pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Novrantyo,
2016).

Todaro dan Smith (2011), menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk akan
meningkatkan jumlah angkatan kerja pada periode mendatang. Jumlah tenaga
kerja yang besar berpotensi menjadi sumber peningkatan tenaga kerja produktif.
Namun demikian, pengaruh pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja terhadap
pertumbuhan ekonomi tidak selalu bersifat positif. Hal ini sangat bergantung pada
kemampuan sistem perekonomian suatu negara dalam menyerap serta
memanfaatkan tambahan tenaga kerja tersebut secara produktif. Apabila tenaga
kerja dapat diserap dengan baik, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sebaliknya, jika tidak terserap secara optimal, dapat menimbulkan masalah seperti

pengangguran dan menurunkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.4 Tata Kelola Pemerintahan

Pertumbuhan perekonomian suatu negara pada era modern tidak lagi semata-mata
diukur berdasarkan kebijakan fiskal dan moneter, tetapi juga ditentukan oleh
kualitas tata kelola pemerintahan (good governance). Tata kelola pemerintahan
yang baik memungkinkan suatu negara untuk mengoordinasikan serta
mengintegrasikan berbagai kebijakan secara efektif, baik dalam bidang politik,
hukum, sosial, budaya, maupun ekonomi. Tata kelola pemerintahan yang baik
berperan dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan kondusif bagi

aktivitas investasi dan produksi. Pemerintahan yang efektif mampu menyediakan
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layanan publik yang berkualitas, menjaga stabilitas kebijakan, serta menciptakan
kepastian hukum yang dibutuhkan oleh pelaku ekonomi. Menurut teori
kelembagaan, kualitas institusi merupakan faktor penting yang menentukan

keberhasilan pembangunan ekonomi.

Negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik cenderung memiliki tingkat
efisiensi ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan negara dengan kualitas institusi
yang rendah. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan juga dapat
meningkatkan efektivitas penggunaan investasi dan produktivitas tenaga kerja
sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Globalisasi menjadikan
setiap negara dituntut untuk memiliki daya saing yang tinggi. Hal ini mencakup
kemampuan dalam mengelola sistem perekonomian, pemerintahan, serta birokrasi
yang efisien dan transparan. Globalisasi juga mendorong terciptanya interaksi
yang lebih cepat dan efisien antarwilayah maupun antarnegara, sehingga kualitas
pelayanan publik dan kepastian kebijakan menjadi faktor penting dalam menarik

investasi dan mendorong pembangunan ekonomi.

Suatu negara dapat dikatakan memiliki tata kelola pemerintahan yang baik apabila
mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien.
Selain itu, good governance juga berorientasi pada peningkatan legitimasi
pemerintah di mata masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip utama, seperti
transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, serta efektivitas dan
efisiensi dalam proses pengambilan kebijakan publik. Orientasi ideal merujuk
pada arah penyelenggaraan negara yang difokuskan pada pencapaian tujuan
nasional. Orientasi ini berlandaskan pada prinsip demokratisasi dalam kehidupan
bernegara, yang tercermin melalui sejumlah elemen utama, antara lain legitimasi
kekuasaan, akuntabilitas penyelenggara pemerintahan, jaminan terhadap hak asasi
manusia (securing of human rights), penerapan otonomi serta desentralisasi
kewenangan (autonomy and devolution of power), serta adanya kontrol sipil
terhadap kekuasaan (assurance of civilian control).
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Pemerintahan yang berfungsi secara ideal ditandai oleh kemampuan pemerintah
dalam menjalankan tugas secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan
nasional. Orientasi ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kapasitas pemerintah, serta
sejauh mana struktur dan mekanisme politik maupun administratif mampu
berfungsi secara optimal. Good governance dapat dimaknai sebagai
penyelenggaraan pemerintahan yang kuat, bertanggung jawab, efektif, dan efisien,
dengan mengedepankan sinergi interaksi yang konstruktif antara negara, sektor
swasta, dan masyarakat. Menurut United Nations Development Programme

(UNDP), good governance merupakan hubungan yang harmonis dan saling

mendukung antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. UNDP (2016)

menyatakan bahwa good governance mencakup prinsip-prinsip seperti legitimasi,

kebebasan berpendapat, transparansi, akuntabilitas, kinerja, dan keadilan. UNDP

(1997) mengidentifikasi sejumlah karakteristik utama dalam penerapan good

governance, yaitu sebagai berikut:

a. Partisipasi (participation), yaitu keterlibatan seluruh warga negara, baik laki-
laki maupun perempuan, dalam proses pengambilan keputusan, baik secara
langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan
aspirasi masing-masing.

b. Supremasi hukum (rule of law), yakni tersedianya kerangka hukum yang adil,
ditegakkan secara konsisten, serta mampu menjamin perlindungan terhadap hak
asasi manusia.

c. Transparansi (transparency), yang diwujudkan melalui keterbukaan informasi
serta kemudahan akses terhadap arus informasi publik.

d. Daya tanggap (responsiveness), Yyaitu kemampuan lembaga dan proses
pemerintahan dalam merespons kebutuhan serta kepentingan para pemangku
kepentingan (stakeholders).

e. Berorientasi pada konsensus (consensus orientation), yakni kemampuan
pemerintah dalam mengakomodasi berbagai kepentingan guna mencapai
kesepakatan terbaik bagi seluruh pihak.

f. Keadilan (equity), yaitu pemberian kesempatan yang setara bagi seluruh
masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, dalam meningkatkan serta

mempertahankan kualitas hidupnya.
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g. Efektivitas dan efisiensi (effectiveness and efficiency), yaitu penyelenggaraan
kegiatan dan kelembagaan yang mampu menghasilkan output sesuai kebutuhan
dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal.

h. Akuntabilitas (accountability), yakni adanya pertanggungjawaban para
pengambil keputusan di sektor publik, swasta, dan masyarakat kepada publik
serta para pemangku kepentingan.

I. Visi strategis (strategic vision), yaitu kemampuan pemimpin dan masyarakat
dalam memiliki pandangan jangka panjang terhadap penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan manusia.

Seluruh prinsip tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan saling memperkuat
dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang
berkualitas tidak hanya tercermin dari proses yang dijalankan, tetapi juga dari
hasil yang dicapai. Hal ini tercermin melalui terbangunnya sinergi antarunsur
pemerintahan, adanya dukungan masyarakat, serta terciptanya stabilitas sosial
yang kondusif bagi pembangunan. Selain itu, kualitas pemerintahan juga dapat
diukur melalui tingkat produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Indikatornya
meliputi  peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat, baik dari sisi
produktivitas maupun daya beli, serta peningkatan kesejahteraan nonmaterial,
seperti rasa aman, kebahagiaan, dan semangat kebangsaan. Dengan demikian,
good governance menjadi fondasi penting dalam mendorong pembangunan dan

pertumbuhan ekonomi suatu negara.

2.1.4.1 Indeks Tata Kelola Pemerintahan (World Governance Index/ WGI)

Dalam rangka mewujudkan praktik good governance yang efektif, diperlukan
instrumen yang mampu mengukur kapasitas tata kelola secara objektif, salah
satunya melalui Index Good Governance (IGG). Upaya pengembangan
pengukuran indeks tata kelola pemerintahan berbasis konsep governance mulai
diperkenalkan sejak tahun 1998 melalui indeks yang dikembangkan oleh Jeff
Huther dan Anwar Shah. Selain model tersebut, terdapat berbagai pendekatan lain
yang dapat digunakan dalam penyusunan indeks tata kelola berbasis governance.

Pada umumnya, pendekatan-pendekatan tersebut menyusun indikator dengan
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merujuk pada prinsip-prinsip utama governance, seperti partisipasi, transparansi,

akuntabilitas, serta penegakan hukum (rule of law).

Indikator yang digunakan dalam survei ini mencakup beberapa aspek utama tata
kelola, yaitu: (a) akuntabilitas; (b) partisipasi; (c) penegakan hukum; (d) keadilan;
dan (e) responsivitas politisi. (f) tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
serta (g) kualitas pelayanan publik. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang
berfokus pada pengukuran 1GG di tingkat pemerintah pusat (nasional),
Governance and Decentralization Survey (GDS) mengembangkan pengukuran
pada tingkat pemerintah daerah, khususnya kabupaten/kota, dalam konteks
pelaksanaan desentralisasi (Bappenas, 2008). Adapun tujuan penyusunan indeks
tata kelola pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. menghasilkan World Governance Index (WGI) yang menyajikan gambaran
komprehensif mengenai kondisi tata kelola pemerintahan secara global,
berdasarkan data dari 179 negara yang menjadi objek penelitian. WGI
menggabungkan lima indikator utama yang masing-masing terdiri atas 13
subindikator, sehingga secara keseluruhan mencakup 37 indeks. Indeks-indeks
tersebut dipilih dari basis data terbaik yang tersedia dan bersumber dari
lembaga-lembaga dengan reputasi tinggi dalam hal kualitas, kredibilitas, serta
keandalan.

2. mendorong para aktor dalam tata kelola global untuk mempertimbangkan hasil
WGI beserta bobot relatif masing-masing indikator. Hal ini memungkinkan
identifikasi terhadap indikator-indikator kunci atau indikator perintis yang
berperan dalam menciptakan kondisi bagi terwujudnya tata kelola yang baik
serta menjamin keberlanjutannya. Berdasarkan gambaran situasi dan diagnosis
yang dihasilkan oleh WGI, para pemangku kepentingan diharapkan mampu
merumuskan pertanyaan strategis guna menemukan solusi yang tepat. Dengan
adanya indikator-indikator tersebut, pemerintah dapat mengevaluasi sejauh
mana praktik pemerintahan yang dijalankan telah memenuhi prinsip-prinsip

good governance.



37

2.1.4.2 Indikator Tata Kelola Dunia (Worldwide Governance Indicators/
WGI)

menggunakan skala indeks yang berkisar antara —2,5 hingga 2,5. Nilai —2,5

World Bank sejak tahun 1996 telah mengembangkan berbagai indikator untuk
mengukur kualitas good governance di sejumlah negara. Indikator-indikator
tersebut mencakup control of corruption, government effectiveness, political
stability and absence of violence, regulatory quality, rule of law, serta voice and
accountability. Setiap indikator yang dirumuskan oleh World Bank diukur
menggunakan skala indeks yang berada pada rentang —2,5 hingga 2,5. Nilai —2,5
merepresentasikan capaian terendah dalam kualitas tata kelola pemerintahan pada
suatu negara, sedangkan nilai 2,5 menunjukkan tingkat kinerja terbaik dalam

setiap indikator good governance.

2.1.4.3 Government effectiveness
Konsistensi kebijakan, khususnya terkait keberlanjutan komitmen pemerintah
meskipun terjadi pergantian pemerintahan; Menurut World Bank, government
effectiveness mencerminkan persepsi terhadap kualitas penyelenggaraan layanan
publik, mutu birokrasi beserta tingkat independensinya dari intervensi politik,
kualitas perumusan dan implementasi kebijakan, serta kredibilitas komitmen
pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Sementara itu,
menurut MCC (Millennium Challenge Corporation), indikator government
effectiveness di suatu negara dievaluasi berdasarkan sejumlah faktor berikut:

1. Kompetensi aparatur sipil negara, efektivitas pelaksanaan kebijakan
pemerintah, serta tingkat kerentanan pelayanan publik terhadap intervensi
politik;

2. Kemampuan dalam mengelola pergantian kekuasaan politik tanpa
menimbulkan perubahan kebijakan yang signifikan maupun gangguan
terhadap pelayanan publik;

3. Fleksibilitas, kapasitas pembelajaran, dan inovasi dalam kepemimpinan
politik, termasuk kemampuan mengintegrasikan berbagai kepentingan menjadi
kebijakan yang selaras;

4. Efisiensi dalam mobilisasi pendapatan serta pengelolaan anggaran negara;
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5. Kualitas infrastruktur, yang mencakup transportasi, telekomunikasi,
penyediaan listrik, layanan kesehatan masyarakat, pendidikan, serta
ketersediaan layanan pemerintahan berbasis daring;

6. Konsistensi kebijakan, khususnya terkait keberlanjutan komitmen pemerintah
meskipun terjadi pergantian pemerintahan.

7. Tingkat kompleksitas birokrasi, terutama sejauh mana prosedur administratif
dapat menghambat kegiatan usaha;

8. Ketersediaan layanan informasi bagi wajib pajak

2.1.4.4 Control of Corruption

World Bank mendefinisikan control of corruption merupakan indikator yang
digunakan untuk menilai persepsi mengenai sejauh mana kekuasaan publik
disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Indikator ini mencakup berbagai
bentuk korupsi, baik dalam skala kecil maupun besar, termasuk praktik state
capture atau “penangkapan negara” oleh kelompok elit maupun kepentingan
tertentu (Kaufmann et al., 2010). Millennium Challenge Corporation (MCC)
mendefinisikan control of corruption sebagai ukuran terhadap tingkat
penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan privat, yang meliputi
korupsi dalam berbagai skala serta fenomena dominasi elit terhadap kebijakan
negara. Selain itu, indikator ini juga mengukur kekuatan serta efektivitas kerangka
kebijakan dan kelembagaan suatu negara dalam upaya pencegahan maupun

pemberantasan praktik korupsi.
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2.3 Kerangka Pemikiran

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Foreign Direct

Investment (FDI), Labor Force Participation Rate (LFPR), Government

Effectiveness, dan Control of Corruption terhadap pertumbuhan ekonomi di

negara-negara ASEAN.

“imement | | partsiption | | Coverment [ Controlof
i Corruption
(FDI) Rate (LFPR) Effectiveness p

Pertumbuhan Ekonomi

gambar 6. Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang masih perlu diuji kebenarannya

melalui data-data yang diperoleh, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1.

Diduga Foreign Direct Investment berpengaruh positif terhadap
pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama tahun 2002-2024.
Diduga Angkatan kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan
ekonomi di negara-negara ASEAN selama tahun 2002-2024

Diduga government effectiveness berpengaruh  positif terhadap
pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama tahun 2002-2024
Diduga control of corruption berpengaruh positif terhadap pertumbuhan
ekonomi di negara-negara ASEAN selama tahun 2002-2024.

Diduga Foreign Direct Investment (FDI), Angkatan kerja government
effectiveness, dan control of corruption berpengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi di negara- negara ASEAN selama tahun 2002-
2024



I11. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif , Pendekatan kuantitatif dipilih
karena penelitian bertujuan menguji hubungan kausal antara variabel independen
dan variabel dependen melalui analisis statistik. Sementara itu, penelitian
digunakan untuk menjelaskan pengaruh Foreign Direct Investment (FDI), Labor
Force Participation Rate (LFPR), dan Tata Kelola Pemerintahan terhadap
pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN.Penelitian ini menggunakan data
sekunder berbentuk data panel (panel data), yaitu gabungan antara data time series
dan cross section. Data time series mencakup periode tahun 2002-2024,

sedangkan data cross section terdiri atas negara-negara anggota ASEAN.

3.1.1 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari World Bank, yaitu
data yang telah diolah dan dipublikasikan oleh lembaga terkait. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Analisis data
dilakukan dengan menggunakan teknik data panel, yang merupakan kombinasi
antara data runtut waktu (time series) dan data penampang silang (cross section).
Data cross section dalam penelitian ini mencakup negara-negara di kawasan
ASEAN, sedangkan data time series meliputi periode tahun 2002 hingga 2024.
Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri atas foreign Direct Investment
(FDI), Labor Force Participation Rate (LFPR), Government Effectiveness, dan

Control of Corruption.

3.2 Definisi Operasional Variabel
Definisi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
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1. Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang mencerminkan perubahan
tingkat pendapatan nasional dalam suatu periode tertentu yang dinyatakan dalam
satuan nominal. Konsep ini menggambarkan dinamika perkembangan
perekonomian suatu negara, yang umumnya diukur melalui Gross Domestic
Product (GDP). GDP dianggap representatif dalam merefleksikan pertumbuhan
ekonomi karena merupakan akumulasi nilai tambah akhir yang dihasilkan oleh
seluruh sektor dalam perekonomian. Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi
diproksikan menggunakan nilai GDP yang dinyatakan dalam satuan juta dolar
Amerika Serikat untuk masing-masing negara ASEAN selama periode 2002—
2024. perhitungan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan menggunakan rumus
sebagai berikut:

G = (2220 100%
GDP;_,

dimana:

GDP; =GDP harga konstan tahun t

GDP:.; =GDP harga konstan sebelum tahun t

(McEachern, 2001)

Semakin tinggi persentase pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menunjukkan
adanya peningkatan kapasitas produksi dalam perekonomian. Kondisi ini
mengindikasikan bahwa wilayah tersebut memiliki potensi dan prospek yang

positif dalam pengembangan ekonomi di masa mendatang.

2. Foreign Direct Investment (FDI) (X,)

Foreign Direct Investment (FDI) ( X; ) merupakan variabel yang
merepresentasikan arus penanaman modal asing secara langsung dalam suatu
perekonomian. Pengukuran FDI dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk
persentase, yaitu perbandingan antara nilai arus masuk FDI (FDI inflow) suatu
negara dalam periode satu tahun terhadap nilai Gross Domestic Product (GDP)

tahunan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari World Bank.
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Labor Force Participation Rate (LFPR) (X5)

Tingkat partisipasi angkatan kerja (*Labor Force Participation Rate/LFPR*)

merupakan indikator yang menunjukkan persentase penduduk usia kerja yang
terlibat dalam angkatan kerja (Lembaga Demografi FEUI, 2004: 206). Angkatan

kerja mencakup individu berusia 15 tahun ke atas yang berperan sebagai penyedia

tenaga kerja dalam kegiatan produksi barang dan jasa dalam periode tertentu.

Kelompok ini meliputi individu yang sedang bekerja, penganggur yang aktif

mencari pekerjaan, serta mereka yang sedang berupaya memperoleh pekerjaan.

Sementara itu, terdapat kelompok yang tidak termasuk dalam angkatan kerja,

seperti ibu rumah tangga dan pelajar.

4.
1.

indikator Tata Kelola Pemerintahan (World Governance Indicators)
Government effectiveness (X3)

Government effectiveness merupakan indikator yang digunakan untuk menilai
kualitas penyelenggaraan layanan publik, mutu birokrasi beserta tingkat
independensinya dari intervensi politik, kualitas perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, serta kredibilitas komitmen pemerintah terhadap kebijakan yang
telah ditetapkan. Pengukuran indikator ini dilakukan menggunakan skala
indeks yang berada pada rentang —2,5 hingga 2,5. Nilai —2,5 menunjukkan
tingkat kinerja tata kelola pemerintahan yang paling rendah, sedangkan nilai
2,5 mencerminkan capaian tertinggi dalam penerapan prinsip good

governance (Kaufmann, 2010).

Control of Corruption (X,)

Control of corruption merupakan indikator yang digunakan untuk menilai
sejauh mana kekuasaan publik disalahgunakan untuk kepentingan pribadi,
termasuk berbagai bentuk praktik korupsi. Pengukuran indikator ini juga
dilakukan dengan menggunakan skala indeks yang berkisar antara —2,5 hingga
2,5. Nilai —2,5 merepresentasikan tingkat kinerja tata kelola pemerintahan
yang paling rendah, sedangkan nilai 2,5 menunjukkan capaian tertinggi dalam

penerapan prinsip good governance (Kaufmann, 2010).
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3.3 Model Penelitian
Model ekonometrika yang akan digunakan untuk menganalisis pengaruh FDI,
angkatan kerja, tata kelola pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi di
negara-negara ASEAN yaitu:

Y =a, +a,FDIlj;y + a,LBPR;;+a3GE;; + a,CCy;

Dimana:
Y = Pertumbuhan Ekonomi
LFPR =  Labor forcepartipation rate
FDI = Foreign Direct Investment
CcC = Control of Corruption
GE = Government effectifveness
o = Koefisien
A = Intercept
I =  Periode
T =  Negara

3.4 Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data
panel dengan bantuan perangkat lunak E-Views versi 12 sebagai alat pengolahan

dan analisis data.

3.4.1 Metode Regresi Panel Data

Data panel memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan penggunaan data
time series maupun cross section secara terpisah. Data panel merupakan
kombinasi antara data runtut waktu (time series) dan data penampang silang
(cross section) (Widarjono, 2018). Data time series merupakan data yang disusun
berdasarkan urutan waktu, seperti harian, bulanan, triwulanan, maupun tahunan.
Sementara itu, data cross section adalah data yang dikumpulkan pada satu periode
waktu tertentu dari berbagai unit analisis, seperti individu, perusahaan, wilayah,
atau negara. Dengan menggabungkan kedua jenis data tersebut, variabel penelitian
dapat diamati pada beberapa negara ASEAN (cross section) sekaligus dalam

beberapa periode waktu (time series), yang kemudian disebut sebagai data panel.



45

Dalam analisis data panel, terdapat tiga pendekatan utama yang umum digunakan,
yaitu Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model.
Penggunaan data panel memiliki beberapa keunggulan dibandingkan penggunaan
data time series atau cross section secara terpisah, antara lain:

a. Data panel memiliki tingkat heterogenitas yang lebih tinggi karena mencakup
berbagai individu dalam beberapa periode waktu;

b. Data panel memungkinkan estimasi karakteristik spesifik masing-masing
individu berdasarkan perbedaan (heterogenitas) yang dimilikinya;

c. Data panel menyediakan informasi yang lebih kaya dan variatif serta
cenderung memiliki tingkat multikolinearitas yang lebih rendah, sehingga
meningkatkan derajat kebebasan dan efisiensi estimasi;

d. Data panel lebih sesuai untuk menganalisis perubahan yang bersifat dinamis
karena merupakan data cross section yang diamati secara berulang.

e. Data panel mampu mengidentifikasi serta mengukur pengaruh variabel yang
tidak dapat diamati secara langsung (unobserved variables) yang tidak dapat
ditangkap secara optimal oleh data time series maupun cross section saja;

f. Data panel memungkinkan pengembangan model perilaku yang lebih
kompleks.

Ada beberapa kemungkinan asumsi yang muncul antara lain:

5. Intersep dan slope adalah konstan menurut waktu dan individu.
6. Slope tetap, tetapi intersep berbeda antar individu.

7. Slope tetap, tetapi intersep berbeda antar waktu.

8. Semua koefisien (slope dan intersep) berbeda antar individu.

9

. Semua koefisien berbeda antar individu dan antar waktu.

3.5 Tahap Analisis

3.5.1 Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik merupakan serangkaian pengujian yang dilakukan untuk
memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi-asumsi dasar sehingga
menghasilkan estimasi yang valid, tidak bias, dan dapat digunakan untuk
pengambilan kesimpulan statistik (Ghozali, 2018).
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3.5.1.1 Uji Asumsi Normalitas

Uji normalitas dalam model regresi digunakan untuk menilai apakah residual yang
dihasilkan berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik mensyaratkan
bahwa residual harus mengikuti distribusi normal agar hasil estimasi menjadi
valid dan dapat diinterpretasikan secara tepat. Salah satu metode yang digunakan
untuk menguji normalitas adalah uji Jarque-Bera. Kriteria pengambilan keputusan
dalam uji ini adalah data dinyatakan berdistribusi normal berdistribusi normal
apabila nilai probabilitas (p-value) lebih besar dari tingkat signifikansi 5 persen
(0,05). Sebaliknya, apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka data tidak
berdistribusi normal.

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian normalitas adalah sebagai berikut:

H,: Residual berdistribusi normal

H,: Residual terdistribusi normal

3.5.1.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengidentifikasi adanya hubungan atau
korelasi antar variabel independen dalam suatu model regresi. Dalam regresi
berganda, hubungan linier antar variabel independen dapat terjadi dalam bentuk
hubungan yang sempurna (perfect multicollinearity) maupun tidak sempurna
(imperfect multicollinearity). Salah satu cara yang umum digunakan untuk
mendeteksi multikolinieritas adalah melalui nilai Variance Inflation Factor (VIF).
Apabila nilai VIF berada di bawah 10, maka dapat disimpulkan bahwa model

regresi tidak mengalami masalah multikolinieritas (Widarjono, 2013).

3.5.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan kondisi yang menunjukkan terjadinya pelanggaran
terhadap asumsi klasik homoskedastisitas, yaitu ketika varians error tidak bersifat
konstan untuk setiap nilai variabel independen (Xi, Xz, ..., X;). Dalam kondisi
homoskedastisitas, varians error diasumsikan sama pada setiap observasi. Apabila
asumsi ini tidak terpenuhi, maka estimasi dengan metode Ordinary Least Squares
(OLYS) tidak lagi memenubhi kriteria Best Linear Unbiased Estimator (BLUE).
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Heteroskedastisitas dapat dinyatakan secara matematis sebagai berikut: E(ei) = o2,
1=1,2,...,n

Dalam penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan
menggunakan metode White dengan hipotesis pengambilan keputusan tertentu.
Secara matematis, kondisi heteroskedastisitas dapat dinyatakan sebagai berikut:
E(e?) = 6, untuk i = 1, 2, ..., n, yang menunjukkan bahwa varians error berbeda

pada setiap observasi.

Dalam penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan
menggunakan Metode White. Adapun hipotesis yang digunakan dalam
pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

H,: Nilai Prob > a (0,05) = Tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas

Ha : Nilai Prob < a (0,05) = Terjadi gejala Heteroskedastisitas

Kriteria pengambilan keputusan adalah apabila nilai probabilitas (Obs*R-squared)
lebih besar dari tingkat signifikansi (o), maka Ho diterima yang berarti tidak
terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih kecil dari o,
maka Ho ditolak yang menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas dalam

model.

3.5.1.4 Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi adanya autokorelasi, terdapat beberapa metode pengujian yang
dapat digunakan, antara lain uji Durbin-Watson (Durbin-Watson Test), uiji
Lagrange Multiplier (LM Test), uji statistik Q, serta Run Test. Uji autokorelasi
digunakan untuk mengidentifikasi adanya hubungan atau korelasi antara residual
pada satu observasi dengan residual pada observasi lainnya dalam suatu model
regresi. Kondisi ini umumnya terjadi pada data runtut waktu (time series), di mana
nilai suatu variabel pada periode tertentu dapat dipengaruhi oleh nilai pada
periode sebelumnya, seperti pada data saham yang memiliki keterkaitan antar
waktu. Fenomena tersebut dikenal sebagai autokorelasi. Model regresi klasik
diasumsikan bahwa tidak terdapat autokorelasi antar residual. Apabila asumsi ini

dilanggar, maka model regresi menjadi tidak valid karena dapat menghasilkan
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estimasi parameter yang bias dan tidak rasional. Untuk mendeteksi adanya
autokorelasi, terdapat beberapa metode pengujian yang dapat digunakan, antara
lain uji Durbin-Watson (Durbin-Watson Test), uji Lagrange Multiplier (LM Test),
uji statistik Q, serta Run Test.

Hipotesisnya adalah:

Ho : Model tidak mengalami masalah autokorelasi

Ha : Model mengalami masalah autokorelasi

Dengan kriteria:

Obs*R square (X hitung) <Chi-square tabel (X tabel) = Terima Ho
Obs*R square (X hitung) >Chi-square tabel (X tabel) = Terima Ha

3.5.2 Metode Estimasi Regresi Data Panel
Dalam analisis dengan model data panel terdapat tiga macam metode

pendekatan estimasi yang biasa dilakukan:

3.5.2.1 Common Effect Model (CEM)
Pendekatan paling sederhana dalam mengestimasi model data panel dilakukan
dengan menggabungkan data time series dan cross section tanpa
mempertimbangkan perbedaan karakteristik antar individu maupun antar waktu.
Melalui penggabungan tersebut, estimasi dapat dilakukan menggunakan metode
Common Effect Model. Metode ini mengasumsikan bahwa tidak terdapat
perbedaan baik antar unit observasi maupun antar periode waktu, sehingga seluruh
data diperlakukan secara homogen (Widarjono, 2013). Dengan demikian,
pendekatan Common Effect Model tidak memperhitungkan dimensi individu
maupun waktu dalam proses estimasi. Adapun bentuk umum dari model Common
Effect dapat dinyatakan sebagai berikut:

Yit = p0 + p1X1it + p2X2it + uit
Keterangan:
Yit = Variabel terikat individu ke-i dan unit waktu ke-t
X1it dan X2it = Variabel bebas individu ke-i dan unit waktu ke-t

f0 = Konstanta (intercept)
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p1 dan 2 = Koefisien regresi

3.5.2.2 Fixed Effect Model (FEM)

Model regresi yang mengasumsikan adanya perbedaan nilai intersep dalam
persamaan dikenal sebagai Fixed Effect Model. Pendekatan ini digunakan untuk
mengestimasi data panel dengan memanfaatkan variabel dummy guna
merepresentasikan perbedaan karakteristik antar unit observasi. Konsep Fixed
Effect didasarkan pada adanya variasi intersep antar individu, sedangkan nilai
intersep tersebut dianggap konstan sepanjang waktu. Selain itu, model ini
mengasumsikan bahwa koefisien regresi bersifat tetap, baik antar perusahaan
maupun antar periode waktu. Dalam praktiknya, metode estimasi ini sering
disebut sebagai teknik Least Squares Dummy Variables (LSDV) (Widarjono,
2013).

Adapun bentuk persamaan LSDV dapat dirumuskan sebagai berikut:

Yit =Bo +B1 X1it + B2 X2it + B3 D1it + p4 D2it + fn Dnit + pit
Keterangan:

Yit = Variabel terikat individu ke-i dan unit waktu ke-t

X1it, dan X2it = Variabel bebas individu ke-i dan unit waktu ke-t

D1, D2,... Dn = 1 untuk lintas individu yang berpengaruh dan 0

untuk lintas individu yang tidak berpengaruh

B0 = Konstanta (intercept)p1, B2, B3..... Bn = Koefisien regresi

3.5.2.3 Random Effect Model (REM)

Pendekatan Random Effect merupakan metode estimasi data panel yang
digunakan untuk mengatasi ketidakefisienan pada metode Ordinary Least Squares
(OLS) dengan mempertimbangkan komponen error yang berasal dari dimensi
cross section dan time series. Model ini merupakan pengembangan dari metode
Generalized Least Squares (GLS) yang dirancang untuk menghasilkan estimasi
yang lebih efisien. Dalam pendekatan Random Effect, diasumsikan bahwa efek
individual yang tidak teramati (unobserved individual effects) tidak berkorelasi
dengan variabel independen (regressor), sehingga komponen tersebut bersifat

acak (random). Dengan demikian, variasi antar individu dimasukkan ke dalam
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bagian error model, bukan sebagai parameter tetap yang harus diestimasi.

3.5.3 Uji Spesifikasi Model

3.5.3.1 Uji Chow

Uji spesifikasi digunakan untuk menentukan model analisis data panel yang akan
digunakan. Uji Chow berfungsi untuk memilih antara model Fixed Effect atau
model Common Effect/Pooled Least Square (PLS) yang lebih tepat digunakan
dalam penelitian.

Adapun hipotesis yang digunakan yaitu:

H, : menggunakan pendekatan model Common Effect.

Ha : menggunakan pendekatan model Fixed Effect

Dengan kriteria pengujian:

Menerima Ho, jika nilai statistic redundant < f-tabelMenolak Ho, jika nilai statistic
redundant > f-tabel

Ketika model yang terpilih adalah fixed effect maka perlu dilakukan uji lagi,yaitu
uji Hausmann untuk mengetahui apakah sebaiknya memakai fixed effect model
(FEM) atau random effect model (REM).

3.5.3.2 Uji Hausman

Uji ini digunakan untuk menentukan model estimasi data panel yang paling tepat,
yaitu antara Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Pada
pendekatan FEM, setiap unit observasi memiliki nilai intersep yang berbeda,
namun intersep tersebut bersifat konstan sepanjang waktu (time-invariant).
Dengan demikian, perbedaan karakteristik antar individu dapat direpresentasikan
melalui variasi intersep tanpa mengalami perubahan antar periode. Sebaliknya,
pada pendekatan REM, intersep yang digunakan merupakan nilai rata-rata dari
seluruh intersep pada data cross section, sedangkan perbedaan antar individu
direpresentasikan melalui komponen error yang bersifat acak. Komponen ini
mencerminkan deviasi masing-masing individu terhadap nilai rata-rata intersep

tersebut.

Hipotesis dalam uji Hausman sebagai berikut :
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Hy: menggunakan pendekatan model Random Effect Model

Hq: menggunakan pendekatan model Fixed Effect Model

Dengan kriteria pengujian:

Menolak Ho, jika nilai statistic redundant > f-tabel Menerima Ho, jika nilai
statistic redundant < f-tabel

Jika hipotesis Ho ditolak maka kesimpulannya sebaiknya memakai FEM. Karena
REM kemungkinan terkorelasi dengan satu atau lebih variabel bebas.
Sebaliknya, apabila Ha ditolak, maka model yang sebaiknya dipakaiadalah REM.

3.5.3.3 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Apabila pada dua pengujian sebelumnya diperoleh hasil yang menunjukkan
penerimaan Ho, baik pada salah satu maupun kedua uji tersebut, maka langkah
selanjutnya adalah melakukan Uji Lagrange Multiplier (LM) atau yang dikenal
sebagai Breusch-Pagan Random Effect Test. Namun, apabila kondisi tersebut
tidak terpenuhi, maka pengujian ini tidak perlu dilakukan. Uji Lagrange
Multiplier (LM) digunakan untuk menentukan model estimasi data panel yang
paling tepat antara Common Effect Model (CEM) dan Random Effect Model
(REM). Dengan kata lain, uji ini bertujuan untuk menilai apakah model dengan
efek acak lebih baik dibandingkan model tanpa mempertimbangkan efek individu.
Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

Hy: Model Common Effect

Hg: Model Random Effect

Kriteria pengambilan keputusan adalah jika nilai probabilitas lebih besar dari
tingkat signifikansi (o)), maka Ho diterima sehingga model yang digunakan adalah
CEM. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas lebih kecil dari o, maka Ho ditolak
dan model yang lebih tepat digunakan adalah REM.

3.5.4 Pengujian Hipotesis Statistik

Salah satu komponen penting dalam analisis ekonometrika adalah pengujian
hipotesis. Pengujian ini berperan dalam proses penarikan kesimpulan penelitian
serta digunakan untuk menilai tingkat akurasi dan keandalan data yang dianalisis.
Dalam pelaksanaannya, pengujian hipotesis umumnya mencakup tiga bentuk
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utama, yaitu uji signifikansi parameter secara individual (uji t), uji signifikansi

secara simultan (uji F), serta pengukuran koefisien determinasi (R?2).

3.5.4.1 Uji Signifikansi Individu (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengidentifikasi adanya pengaruh atau hubungan masing-
masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen (Gujarati,
2007). Pengujian ini dilakukan terhadap koefisien regresi untuk menilai
signifikansi  parameter secara individual dengan menggunakan tingkat

kepercayaan sebesar 95%. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

Hyditolak dan Ha diterima, jika t-hitung > t-tabel ; t-hitung < t-tabel Hoditerima
dan Headitolak, jika t-hitung < t-tabel ; t-hitung> t-tabel

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

Foreig Direct Investment

Hoy: 1 = 0 FDI tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Negara
negara ASEAN.

Hg: B1 > 0 FDI berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi di negara-negara ASEAN.

Labor Force Participation Rate
Hy: B2 = 0 LFPR tidak berpengaruh terhadappertumbuhan ekonomi di negara-

negara ASEAN.
Hga:B2 >0 LFPR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi di negara-negara ASEAN.

Government effectiveness

Ho: 83 =0 government effectiveness tidak berpengaruh terhadap

pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN.

Hy: B3>0 government effectiveness berpengaruh positif dan signifikan

terhadap pertumbuhanekonomi di negara-negara ASEAN.
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Control of corruption

Ho:B3 =0  Control of corruption tidak berpengaruh terhadappertumbuhan
ekonomi di negara-negara ASEAN.

Hqa:83 >0  Control of corruption berpengaruh positif dan signifikan

terhadap pertumbuhanekonomi di negara-negara ASEAN.

3.5.4.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan (uji F) digunakan untuk menilai apakah seluruh variabel independen
secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel
dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan statistik F pada tingkat
kepercayaan sebesar 95%, sehingga dapat diketahui signifikansi model secara
keseluruhan. Adapun hipotesis yang dirumuskan adalah:

Hy: = 0,seluruh variabel bebas berpengaruh nyata terhadapvariabel terikat.

Hg:# 0,seluruh variabel bebas tidak berpengaruh nyata terhadap variabelterikat.

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:
Hyditolak dan Hqaditerima, jika F-hitung > F-tabel.
Hyditerima dan Haditolak, jika F-hitung < F-tabel

3.5.4.3 Koefisien Determinasi (R2)

Nilai ini menunjukkan proporsi total variasi variabel Y yang dapat dijelaskan oleh
variabel independen dalam model. R2 memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1.
Semakin mendekati 1, maka semakin besar kemampuan variabel independen
dalam menjelaskan variasi variabel dependen, sehingga model yang digunakan
dinilai semakin baik. Sebaliknya, nilai yang mendekati 0 menunjukkan bahwa
kemampuan penjelasan model relatif rendah. Dalam analisis regresi, juga dikenal
Adjusted R?, yaitu koefisien determinasi yang telah disesuaikan dengan jumlah
variabel independen dalam model. Ukuran ini memberikan estimasi yang lebih
akurat karena mempertimbangkan derajat kebebasan, sehingga lebih tepat

digunakan dalam model yang memiliki lebih dari satu variabel independen.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel menggunakan Fixed Effect Model

(FEM) terhadap 10 negara ASEAN periode 2002-2021, maka dapat ditarik

beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Foreign Direct Investment (FDI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi.

2. Labor Force Participation Rate (LFPR) berpengaruh positif dan signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Government effectiveness berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi.

4. Control of Corruption berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi.

5. Secara simultan, FDI, LFPR, Government effectiveness, dan Control of

Corruption berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka saran
yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Negara ASEAN

Pemerintah perlu terus meningkatkan daya tarik investasi asing melalui stabilitas
kebijakan, kemudahan perizinan, serta penyediaan infrastruktur yang memadai.
Selain itu, reformasi birokrasi dan penguatan lembaga anti-korupsi perlu diperkuat

untuk menciptakan iklim usaha yang lebih transparan dan kompetitif.

2. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

Pemerintah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui
pendidikan, pelatihan vokasi, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja agar
partisipasi angkatan kerja tidak hanya tinggi secara kuantitas tetapi juga

berkualitas secara produktivitas.
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3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan
Efektivitas kebijakan publik harus terus ditingkatkan dengan sistem pengawasan
yang baik, transparansi anggaran, dan digitalisasi layanan publik untuk

mengurangi potensi penyimpangan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti
inflasi, ekspor, stabilitas politik, atau perkembangan teknologi untuk memperkaya
model analisis. Selain itu, dapat dilakukan pengujian dengan metode lain seperti
Random Effect Model atau pendekatan dynamic panel untuk memperoleh hasil

yang lebih komprehensif.
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